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Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pengembangan Energi Nuklir
(PPEN) BATAN tahun 2013 merupakan perwujudan status pencapaian
sasaran PPEN-BATAN.

PPEN merupakan unit kerja Eselon Il di bawah Deputi Bidang
Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir sesuai dengan Keputusan
Kepala BATAN No. 392/KA/XI/2005, dan mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan di bidang energi nuklir, No.
395/KA/X1/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemantauan
Data Tapak dan Lingkungan PLTN, yang dijabarkan dalam Surat
Keputusan No.: 123/KA/VIII/2007 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan BATAN.

Dengan merujuk pada visi dan misi BATAN secara keseluruhan,
serta mempertimbangkan tugas dan fungsi dari PPEN, maka disusun

suatu visi :

e Terwujudnya infrastruktur dasar PLTN tahun 2014

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, PPEN menetapkan misi sebagai
berikut :
¢ Merencanakan sistem energi nasional opsi nuklir.
¢ Mengembangkan penerapan sistem dan teknologi PLTN.
e Menyiapkan dan memantau data calon tapak terpilih untuk
PLTN.

¢ Mengembangkan manajemen persiapan pembangunan PLTN

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2012 agar tercapai sasaran

tersebut di atas adalah :
Program Utama Bidang Energi

Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir Isotop

dan Radiasi



Dokumen Penyusunan Pedoman
Infrastruktur Dasar Pendukung

Program Energi Nuklir Nasional
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A. Dokumen Teknis Evaluasi Kesiapan Infrastruktur Pembangunan

PLTN (Tapak Lingkungan, Kesiapsiagaan Nuklir

1. Penyiapan Tapak PLTN di Pulau Bangka Prov. Kep. Bangka
Belitung

2. Pendampingan Kegiatan Penyiapan Tapak PLTN Di Pulau Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Survei Tapak Banten Near Regional Lanjutan

4. Pemutakhiran Dan Penyusunan Data Base Spasial Tapak PLTN

5. Pemantauan Kegempaan, Meteorologi dan Lingkungan Di Tapak
Muria

6. Pemantauan Groun Deformation Menggunakan GPS Geodetik di

Tapak Muria

Dokumen Teknis Studi Infrastruktur Pengembangan Sdm dan
Partisipasi Industri Nasional (Top Down : Mendukung
Pelaksanaan Infrastruktur Fase 2)
1. Pangkalan Data Industri Nasionalpenyusunan Draft Cetak Biru
Partisipasi Industri Nasional dan Alih Teknologi PLTN Final
2. Pemetaan SDM PLTN Di Indonesia dan Persiapannya Ke Depan

3. Manajemen Budaya Keselamatan Nuklir Bagi Industri Nasional

Dokumen Teknis Infrastruktur Sistem Kelistrikan Opsi Nuklir

(Ekonomi Dan Pendanaan, Perencanaan Energi, Teknologi

Kogenerasi)

1. Penyusunan Buku Statistik Energi Nuklir Tahun 2013

2. Penyusunan Buku Statistik Energi Nuklir 2012

3. Studi Non Tapak Untuk PLTN SMR Di Kalimantan Barat

4. Studi Aspek Teknologi Dan Keekonomian Pemanfaatan PLTN Tipe
HTGR Untuk EOR (Enhanced Oil Recovery) di Sumsel

5. Pra Studi Kelayakan Pemanfaatan PLTN Berbasis Thorium



Laporan Dukungan Penyusunan

Pedoman Infrastruktur Dasar

Pendukung Program Energi Nuklir

Nasional

1. Laporan pembayaran gaji,
lembur, dan honorarium

2. Laporan operasional perkantoran

3. Pelayanan publik atau birokrasi
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Kegiatan yang telah dilakukan seperti tertera di atas dapat
terlaksana dengan memanfaatkan SDM yang tersedia di PPEN secara
optimum, namun di samping itu perlu juga disebutkan keikutsertaan
berbagai unit kerja terkait di lingkungan BATAN serta partisipasi dari
nara sumber lain. Kerjasama dengan berbagai institusi nasional terkait,
universitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta bantuan teknis
dari IAEA dan lembaga internasional lainnya juga sangat berperan

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Evaluasi kinerja dilakukan pada seluruh unit kerja yang ada di

lingkungan PPEN menunjukkan bahwa :

Jumlah nilai capaian kegiatan mencapai 100%

Hasil evaluasi aspek keuangan menunjukkan bahwa dari dana yang
tersedia, penggunaannya mencapai 92 % untuk dana mengikat
dan 98,33 % untuk dana tak mengikat sehingga realisasi

anggarannya mencapai 97,80%.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Energi nuklir adalah sumber energi
potensial, berteknologi tinggi, berkeselamatan
dan berwawasan

andal, ekonomis,

lingkungan, serta merupakan sumber energi
alternatif yang layak untuk dipertimbangkan
dalam perencanaan energi jangka panjang bagi
Indonesia guna mendukung pembangunan yang
berkelanjutan.

Mengingat kebutuhan listrik semakin
meningkat, maka opsi nuklir dalam perencanaan
energi  nasional jangka panjang merupakan

suatu solusi yang tidak terelakkan. Sesuai
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006, pangsa
energi nuklir tahun 2025 mencapai kurang lebih
2 % dari energi final, dan berdasarkan Undang-
undang No. 17 tahun 2007, energi nuklir akan
mulai dimanfaatkan dalam kurun waktu tahun
2015-2019.

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Pemerintah,

10 tahun 1997 tentang

sebagai lembaga berdasarkan
Undang-Undang No.
Ketenaganukliran, akan terus bekerja sama
dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya
masyarakat, lembaga masyarakat internasional,
BUMN,

mempersiapkan pengembangan energi nuklir di

swasta dan koperasi, dalam

Indonesia.
Sesuai dengan SK. Kepala BATAN No.
392/KA/X1/2005 tentang  Organisasi  dan

Tatakerja BATAN, Pusat Pengembangan Energi
Nuklir (PPEN) merupakan satuan kerja Eselon I
yang
Pengembangan Teknologi

berada di bawah Deputi Bidang

dan Energi Nuklir
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(PTEN), Menurut SK Kepala BATAN No. 123/KA/VIII/2007,
PPEN mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di
bidang energi nuklir. Adapun kegiatan yang dilakukan
dalam rangka mempersiapkan pengembangan energi nuklir
tersebut adalah studi dan kajian aspek energi, teknologi,
keselamatan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya,
dan manajemen yang tertuang dalam bentuk Rencana
Strategik 2010-2014 tentang persiapan pengembangan
energi nuklir di Indonesia.

Untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan
pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas
dan terukur dan akuntabel, maka PPEN harus menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Presiden Nomor 7 Tahun 1999

Akuntabiilitas Kinerja Instansi Pemerintah disertai Peraturan

Instruksi tentang

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja.
Penyusunan LAKIP dimaksud untuk memberikan
gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung-
jawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah.
Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh
jajaran PPEN dalam mencermati berbagai permasalahan
sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana kinerja di
tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kerja di tahun
mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, terukur,

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Pusat Pengembangan Energi Nuklir

(PPEN) merupakan unit kerja Eselon Il di bawah
Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan
Energi Nuklir sesuai dengan Keputusan Kepala
BATAN No. 392/KA/XI/2005, dan mempunyai
tugas melaksanakan pengembangan di bidang

energi nuklir
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1.2. Kedudukan, Tugas Pokok

Sesuai dengan keputusan Kepala Badan
Nuklir Nasional Nomor 392/KA/X1/2005 tentang Organisasi
PPEN

yang berada di bawah

Tenaga
dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional,
merupakan unit kerja Eselon Il
Deputi Bidang PTEN.

Dalam melaksanakan tugas PPEN menyelenggarakan

fungsi pelaksanaan :

a. Pengembangan perencanaan sistem energi nasional
opsi nuklir;
b. Pengembangan sistem dan teknologi PLTN;

Pengkajian kelayakan dan penyiapan tapak PLTN;

d. Pengembangan manajemen persiapan pembangunan

PLTN dan alih teknologi;

e. Pemantauan data tapak dan lingkungan PLTN;
f. Urusan tata usaha.

Tugas dan fungsi tersebut di atas adalah mandat
kepada PPEN untuk melakukan kegiatan kajian, analisis dan
pengembangan di bidang energi nuklir di samping
ketatausahaan pada umumnya.

Struktur PPEN diperkuat oleh empat Bidang Teknis,
satu Bagian Tata Usaha dan satu Unit Pemantauan Data
Tapak dan Lingkungan PLTN, pegawai berjumlah 74 orang
yang terdiri dari Peneliti, Pranata Nuklir, staf teknis dan
tenaga administrasi. PPEN mempunyai kemampuan untuk
mempersiapkan program pembangunan PLTN, yang terkait
dengan perencanaan energi, sistem dan teknologi, persiapan

tapak, manajemen, ekonomi dan pendanaan.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi PPEN (terlampir) sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan Kepala BATAN Nomor
392/KA/XI1/2005 dan No. 395/KA/XI1/2005 terdiri dari :
a. Bagian Tata Usaha;
Bidang Perencanaan Sistem Energi;
Bidang Pengembangan Sistem dan Teknologi PLTN;

b

c

d. Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak PLTN;

e. Bidang Manajemen Persiapan Pembangunan PLTN;
f

Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan.
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BAB 2
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN
KINERJA

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Rencana Kinerja

Visi  ”Terwujudnya infrastruktur
dasar PLTN tahun 2014”.

Misi

a. Merencanakan sistem energi
nasional opsi nuklir;

b. Mengembangkan penerapan
sistem dan teknologi PLTN;

c. Menyiapkan dan memantau
data calon tapak terpilih untuk
PLTN;

d. Mengembangkan manajemen

persiapan pembangunan PLTN.
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2.1.3. Tujuan

Berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan
strategis maka dapat ditentukan tujuan utama unit
kerja yaitu menyiapkan infrastruktur PLTN pertama dan

selanjutnya di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2014.

2.1.4. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dengan ditetapkannya visi, misi, dan tujuan, maka
dapat disusun rencana tindak dan sasaran program satuan
kerja PPEN yaitu diperolehnya dokumen teknis infrastruktur
dasar pendukung program energi nuklir nasional dengan
indikator terselesaikannya dokumen teknis evaluasi kesiapan
PLTN;

infrastruktur pengembangan SDM dan partisipasi industri

infrastruktur ~ pembangunan dokumen  studi

nasional; dokumen teknis infrastruktur sistem kelistrikan
opsi nuklir dan publikasi ilmiah nasional dan internasional

hasil pengembangan dan kajian energi nuklir.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) PPEN adalah sbb:

Sasaran strategis Indikator Kinerja

0 (3)

Jumlah dokumen teknis evaluasi
kesiapan infrastruktur
pembangunan PLTN

Jumlah dokumen studi
infrastruktur pengembangan SDM

Diperolehnya dan partisipasi industri nasional

dokumen teknis
infrastruktur dasar
pendukung
program energi
nuklir nasional

Jumlah dokumen teknis
infrastruktur sistem kelistrikan opsi
nuklir

Jumlah publikasi ilmiah nasional
dan internasional hasil
pengembangan dan kajian energi
nuklir

Indikator Kinerja Utama (IKU) PPEN berupa jumlah dokumen

teknis dengan suatu pertimbangan bahwa hasil kegiatan
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PPEN dituangkan dalam suatu dokumen teknis

yang bisa dimanfaatkan oleh pemangku

kepentingan sebagai acuan, bahan pengambilan

keputusan, masukan strategi pengembangan

energi nuklir, atau bahkan dapat diadopsi

sebagai dokumen untuk proses perizinan.

Dokumen  teknis ini merupakan insentif

pemerintah dalam pengembangan dan

pemanfaatan energi nuklir di Indonesia.

2.1.5. Arah Kebijakan

Untuk mendukung pembangunan nasional,
dilakukan yang

didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian

perlu suatu pendekatan

besar sumber daya energi Indonesia adalah
tidak terbarukan dan cadangan terbatas. Karena
itu, perlu diambil tiga langkah kebijakan yaitu
diversifikasi diiringi dengan intensifikasi dan
konservasi.

Introduksi PLTN di Indonesia tidak hanya
untuk mencapai suatu bauran energi optimal
yang didasarkan pada biaya dan pelestarian
lingkungan, tetapi juga untuk membebaskan diri
dari tekanan yang timbul karena meningkatnya
kebutuhan minyak dan gas dalam negeri untuk
keperluan sumber daya energi dan bahan bakar
industri.

Di samping Undang-undang Nomor 10
Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran, landasan
hukum lainnya yang menetapkan kesepakatan
nasional jangka panjang bagi penggunaan energi
nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi listrik
nasional adalah Undang-undang Nomor 17 tahun
2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan

Undang-undang Nomor 30 tentang Energi.

2.1.6. Kegiatan Tahun 2013
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Dalam tahun Anggaran 2013 kegiatan PPEN adalah

sebagai berikut

Infrastruktur
Lingkungan,

A. Dokumen Teknis Evaluasi
Pembangunan PLTN
Kesiapsiagaan Nuklir)

Kesiapan
(Tapak

1. Penyiapan Tapak PLTN di Pulau Bangka Prov. Kep.
Bangka Belitung

2. Pendampingan Kegiatan Penyiapan Tapak PLTN Di
Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

w

Survei Tapak Banten Near Regional Lanjutan

IN

. Pemutakhiran Dan Penyusunan Data Base Spasial
Tapak PLTN
5. Pemantauan Kegempaan, Meteorologi dan
Lingkungan Di Tapak Muria
6. Pemantauan Groun Deformation Menggunakan GPS
Geodetik di Tapak Muria

B. Dokumen Teknis Studi Infrastruktur Pengembangan
SDM dan Partisipasi Industri Nasional (Top Down :
Mendukung Pelaksanaan Infrastruktur Fase 2)

1. Pangkalan Data Industri Nasional penyusunan Draft
Cetak Biru Partisipasi Industri Nasional dan Alih
Teknologi PLTN Final

2. Pemetaan SDM PLTN Di Indonesia dan Persiapannya
Ke Depan

3. Manajemen Budaya Keselamatan Nuklir Bagi Industri

Nasional

C. Dokumen Teknis Infrastruktur Sistem Kelistrikan Opsi
Nuklir (Ekonomi Dan Pendanaan, Perencanaan Energi,
Teknologi Kogenerasi)

1. Penyusunan Buku Statistik Energi Nuklir Tahun 2013

2. Studi Kelayakan non Tapak Aspek Ekonomi, Teknologi
dan Pengelolaan Tahun ke-2

3. Studi Non Tapak Untuk PLTN SMR Di Kalimantan Barat

4. Studi Aspek Teknologi Dan Keekonomian

Pemanfaatan PLTN Tipe HTGR Untuk EOR (Enhanced

Oil Recovery) di Sumsel

5. Pra Studi Kelayakan Pemanfaatan PLTN Berbasis

Thorium
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2.2. Penetapan Kinerja (PK) PPEN 2013
Tabel. 2.2.
Penetapan Kinerja PPEN 2013

Penetapan Kinerja merupakan dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/

perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan Si?;igz?s Indikator Kinerja Target
untuk mewujudkan target kinerja tertentu (1) 2) (3)
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki Diperolehnya | Jumlah dokumen teknis
. o i L dokumen evaluasi kesiapan 1 dok
oleh instansi/unit kerja. Penetapan Kinerja teknis infrastruktur pembangunan
2013 dapat dilihat pada lampiran. infrastruktur PLTN
dasar Jumlah dokumen teknis
pendukung studi infrastruktur 1 dok
program pengembangan SDM
energi nuklir partisipasi industri nasional
nasional Jumlah dokumen teknis
infrastruktur sistem 1 dok
kelistrikan opsi nuklir
Jumlah publikasi ilmiah
nasional dan internasional
hasil pengembangan dan 3 Publ
kajian energi nuklir
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BAB 3

AKUNTABILITAS
KINERJA
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PPEN telah menetapkan target kinerja pada tahun 2013,
dan oleh sebab itu PPEN  berkewajiban untuk mencapai
target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
Capaian kinerja PPEN disampaikan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan

juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah
yang bersih dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
pada tahun 2013 PPEN-BATAN berkomitmen memenuhi
target kinerja. Target kinerja telah ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013.
Sasaran dan Indikator Kinerja digunakan untuk pengukuran
kinerja PPEN tahun 2013 adalah sasaran dan indikator
kinerja yang terdapat pada IKU tahun 2013 seperti pada
Tabel 3.1. Target capaian untuk tahun 2013 ditampilkan
pada Tabel 3.2. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun
2013 dilakukan dengan
dengan target. Tingkat capaian kinerja PPEN tahun 2012

membandingkan antara realisasi

berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam Tabel
3.3.

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja
Sasaraq Indikator Kinerja Target Realisasi %
strategis
1) 2 (3 4 (©)]
Diperolehnya Jumlah dokumen teknis evaluasi kesiapan
dokumen infrastruktur pembangunan PLTN 1 dok 1 dok 100%
teknis Jumlah dokumen studi infrastruktur
infrastruktur | pengembangan SDM dan partisipasi industri 1 dok 1 dok 100%
dasar nasional
pendukung Jumlah dokumen teknis infrastruktur
program sistem kelistrikan opsi nuklir 1 dok 1 dok 100%
energi nuklir
nasional Jumlah publikasi ilmiah nasional dan
internasional hasil pengembangan dan 3 Publ 29 Publ 967%
kajian energi nuklir
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3.2. Evaluasi Kinerja
Terkait dengan jenis PLTN yang dapat
dioperasikan di Indonesia, UU No. 10 Tahun

1997 tentang Ketenaganukliran memberikan

terminologi  PLTN  komersial dan non
komersial. Undang-undang ini  memberi
mandat kepada BATAN sebagai Badan

Pelaksana untuk dapat membangun dan

mengoperasikan reaktor  nuklir  untuk

keperluan riset dan PLTN non komersial.
Entitas yang dapat membangun dan
mengoperasikan  PLTN  komersial adalah

BUMN, Koperasi atau perusahaan swasta.

Berdasarkan pembagian peran yang
dinyatakan dalam undang-undang tersebut,
BATAN

mengoperasikan reaktor riset dan PLTN non

dapat membangun dan
komersial. Di sisi lain, dalam hal pemanfaatan
PLTN untuk tujuan komersial, BATAN dapat
berperan dalam penyiapan infrastruktur dasar
untuk mendukung program energi nuklir

nasional. Untuk itulah PPEN menetapkan
sasaran strategis dalam kurun 2010-2014
berupa dokumen teknis yang memuat hasil
kegiatan  penyiapan infrastruktur  dasar
pendukung program energi nuklir nasional.
Dokumen teknis ini dapat dimanfaatkan oleh
pemangku kepentingan pengembangan dan
pemanfaatan energi nuklir. Dokumen teknis
insentif dari

ini  juga berfungsi sebagai

pemerintah untuk pemangku kepentingan
atau secara khusus entitas bisnis yang akan
membangun dan mengoperasikan PLTN di
Indonesia.

Badan Tenaga Atom International (IAEA)
membagi penyiapan infrastruktur
pembangunan dan pengoperasian PLTN ke
dalam 19 kelompok isu. Tidak semua isu
infrastruktur itu ada dalam wilayah tugas dan

fungsi BATAN. Pada tahun 2013 ini PPEN
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melakukan kegiatan penyiapan infrastruktur yang masih

berada dalam wilayah tugas dan fungsi BATAN, vyaitu
penyiapan infrastruktur tapak PLTN, infrastruktur
pengembangan SDM dan partisipasi industri nasional dan

infrastruktur sistem kelistrikan opsi nuklir.

Berdasarkan informasi dalam Tabel 3.3 dapat disimpulkan
bahwa PPEN mampu mencapai target tahun 2013 capaian
kinerja terhadap indikator utama adalah 100%. Untuk
publikasi ilmiah, capaian melebihi target yaitu sebesar 660%.

Dalam hal penyiapan tapak PLTN, pada tahun 2013 telah
dapat diselesaikannya studi kelayakan di Pulau Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah melalui analisis
terhadap data yang didapatkan selama kegiatan mulai tahun
2013,

pelaksana (PT. Surveyor Indonesia dan AF Consult) dan

2010 sampai PPEN yang dibantu oleh konsultan
konsultan pengawas (PT. Kogas Driyap Konsultan) menyatakan
bahwa lokasi studi di Pulau Bangka, baik Bangka Barat maupun
Bangka Selatan, memenuhi kriteria keberterimaan sebagai
tapak PLTN.

Dengan tersedianya tapak di Pulau Bangka dan dukungan
dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka prospek pemanfaatan
energi nuklir dalam bauran energi nasional semakin besar
untuk memenuhi target terpenuhinya kebutuhan listrik
nasional. Berdasarkan proyeksi Dewan Energi Nasional (DEN),
pada tahun 2025 diperkirakan Indonesia membutuhkan
pasokan listrik sebesar 115.000 MW. Kapasitas terpasang saat
ini sekitar 30.000 MW, sehingga Indonesia masih membutuhkan
sekitar 85.000 MW. Kekurangan ini akan dipenuhi melalui
pemanfaatan berbagai macam sumber energi dalam bauran
energi yang optimum, salah satunya adalah energi nuklir.
menjadi salah satu opsi dalam rencana bauran energi
tersebut.

Pada LAKIP Tahun 2012 disebutkan bahwa calon tapak
Bangka Barat diperkirakan mempunyai kapasitas maksimum
10.000 MW, dan Bangka Selatan maksimum 6.000 MW. Selain
Pulau Bangka, Indonesia juga menyiapkan dua lokasi lain,
yaitu di

maksimum 7.000 MW, dan Banten 4.000 MW.

Muria-Jawa Tengah dengan proyeksi kapasitas
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3.2.1. Pencapaian Tujuan dan
Sasaran PPEN
Pada tahun 2013, PPEN telah

menghasilkan dokumen pendukung penyiapan
infrastruktur PLTN, yaitu Dokumen Teknis
Evaluasi Kesiapan Infrastruktur
Pembangunan PLTN, Dokumen Teknis Studi
Infrastruktur  Pengembangan SDM  dan
Partisipasi Industri Nasional, dan Dokumen
Teknis Infrastruktur Sistem Kelistrikan Opsi
Nuklir dalam kerangka pencapaian dokumen
teknis infrastruktur dasar pendukung program

energi nuklir nasional.

1. Dokumen Teknis Evaluasi Kesiapan
Infrastruktur Pembangunan PLTN

Dokumen teknis ini merupakan
dokumentasi hasil kegiatan kajian yang
dilakukan untuk menjajagi kesiapan

infrastruktur dasar pendukung program energi

nuklir pada aspek tapak. Kajian tapak
dilakukan untuk calon tapak di Pulau Bangka,
Banten dan Muria.

a. Dokumen Penyiapan Tapak PLTN di Pulau

Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Dokumen hasil kegiatan Penyiapan

Tapak PLTN di

pelaksanaan konsultan pelaksana aspek tapak

Pulau Bangka berisi hasil
(16 aspek) dan non tapak (5 aspek). Konsultan
pelaksana adalah PT. Surveyor Indonesia dan
AF Consult, serta konsultan pengawas adalah
PT. KOGAS Driyap Konsultan.

Kegiatan ini dilakukan dalam rentang waktu
tahun 2011-2013. Seluruh rangkaian kegiatan
studi menghasilkan data yang sangat penting
untuk kajian kelayakan tapak PLTN di Pulau
Bangka. Di samping itu Data tersebut juga
dapat dimanfaatkan oleh Pemda setempat
merencanakan

dalam pengembangan
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ekonomi, pengembangan wilayah sosial dan industri,
keamanan, transportasi, pertanian, pelayaran dan lain-lain.
Kegiatan tahun pertama (2011) dan tahun kedua (2012)
lebih ditekankan kepada pengambilan data sekunder dan
primer, sedangkan tahun 2013 kegiatan ditekankan kepada
pemantauan gempa, meteorologi, hidrologi, dan analisis data.
serta tersusunnya dokumen untuk aplikasi izin tapak dan izin
konstruksi, dan dokumen laporan studi kelayakan terintegrasi
dengan hasil studi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero).
Pemantauan gempa dilakukan dengan alat Seismograf di
10 stasiun yang tersebar di Pulau Bangka dan Sumatera
yang
menghasilkan data profil curah hujan, kecepatan angin, arah

Selatan, demikian pula pemantauan meteorologi

angin, kelembaban nisbi, tekanan udara, radiasi netto, dan

frekuensi petir, serta pemantauan MAT (muka Air Tanah) di

beberapa sumur bor.

Gambar Pemantauan gempa, meteo, dan MAT

Pada tahun 2013 telah dapat terselesaikan dokumen
berikut: Laporan Data Tapak (Site Data Report, SDR), Laporan
Evaluasi Tapak (Site Evaluation Report, SER), Informasi Data
Tapak (Site Data Information, SDI), Konsep AMDAL, Laporan
Terintegrasi, Laporan Studi Kelayakan (Feasibility Study, FS),
dan Program Kesiapsiagaan terhadap Kedaruratan (Emergency
Preparednes Programe, EPP).

Studi kelayakan yang dilakukan selama tiga tahun (tahun
2011 - 2013) ini menyimpulkan bahwa calon tapak di Pulau
Bangka, baik Bangka Barat maupun Bangka Selatan telah
memenuhi kriteria keberterimaan tapak PLTN. Selanjutnya,

berdasarkan hasil analisis dari PT. PLN (Persero) menyebutkan
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biaya pembangkitan PLTN di Bangka adalah
sekitar 6 sen USD/kWh.
Dokumen ini dapat digunakan oleh

Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Bangka

Belitung, Kementerian ESDM, Kementerian
Ristek dan PLN atau pihak lain yang ingin
membangun dan mengoperasikan PLTN, dan
kegiatan ini telah selesai 100% sesuai rencana.

b. Dokumen Pendampingan Kegiatan
penyiapan Tapak PLTN di Pulau Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dokumen ini berisi hasil kegiatan

pendampingan. Kegiatan tersebut untuk
memantau dan mengevaluasi kegiatan studi
penyiapan tapak PLTN di Pulau Bangka yang
dilakukan oleh konsultan pengawas.

Pada kegiatan ini dilakukan koordinasi
dengan Pemda dan aparat setempat, yaitu

Kepolisian Daerah dan TNI, serta instansi

terkait, seperti Bapeten, Kementerian
Lingkungan Hidup, Bapenas, Direktorat
Jenderal Anggaran. Koordinasi ini sangat

penting untuk memfasilitasi agar pekerjaan
konsultan pengawas dapat terlaksana dengan
baik.

kunjungan dari Pemprov. Babel, yaitu Polda,

Selain itu, telah terlaksana juga
TNI (Korem Garuda Jaya), anggota DPRD Prov.
ke fasilitas nuklir Batan (Serpong dan Pasar
Jumat) dalam rangka peningkatan
pemahaman tentang energi nuklir.

Berbeda dengan pelaksanaan
pekerjaan oleh konsultan pelaksana secara
tahun jamak, pekerjaan konsultan pengawas
dilakukan melalui proses pengadaan setiap
tahun. Konsultan pengawas terpilih adalah PT.
Kogas Driyap Konsultan dan penandatangan
kontrak dilakukan pada tanggal 15 Juli 2011
Sebelum konsultan pengawas dipilih, kegiatan
pengawasan aspek meteorologi, kegempaan,

dan hidrologi dilakukan secara swakelola oleh

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2013
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PPEN.

Studi kelayakan yang telah dilakukan selama 3 tahun ini
menyimpulkan bahwa calon tapak di Pulau Bangka, baik
Bangka Barat maupun Bangka Selatan, memenuhi kriteria
tapak PLTN,

geologi baik, kondisi tanah stabil, bahaya kegempaan rendah,

keberterimaan sebagai diantaranya kondisi
bahaya gunungapi kecil, bahaya tsunami kecil dll.
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh PT. PLN
(Persero) dikatakan bahwa biaya pembangkitan PLTN yang
beroperasi di Pulau Bangka sekitar 6 sen USD/kWh. Hasil
kegiatan dipaparkan dalam bentuk workshops kepada
pemangku kepentingan di Pulau Bangka yang diikuti oleh
Pemda, aparat setempat, dan instansi terkait, serta media
cetak dan elektronik. Acara pemaparan ini menghasilkan
dukungan dari Pemda, instansi terkait terhadap pelaksanaan
lebih

kegiatan penyiapan tapak selanjutnya, dan untuk

mensosialisasikan PLTN di Babel.

c. Dokumen Survei tapak Banten Tahap Near Regional
Lanjutan memfokuskan kajian terhadap keselamatan tapak
terutama aspek sesar permukaan pada skala wilayah near
regional (radius 25 km) yang tersebar di sekitar Tapak
Potensial Kramatwatu - Bojonegara, Banten.

Sesar permukaan telah teridentifikasi melalui survei
geologi dalam analisis elemen struktur geologi di permukaan,
yaitu sesar Bojonegera, Margasari dan sesar Banten.
Selanjutnya diidentifikasi sesar tersebut dengan kajian bawah
permukaan. Metode yang digunakan adalah geofisika
(graviti/gaya berat) menggunakan alat gravimeter Lacoste &
Romberg dengan sistem grid spasi panjang 2 km dan lebar 1
km.

Kegiatan survei tapak Banten tahun 2012 memprioritaskan
pendataan terhadap sesar terduga di bagian utara (Cilegon,
Serang), Yyaitu sesar Bojonegara 1, Bojonegara 2 dan
Margasari. Pendataan graviti menggunakan 160 titik yang
tersebar di beberapa Kecamatan, antara lain Pulau Merak,
Ampel, Bojonegara, Kramatwatu dan Cilegon.

Pada tahun 2013 kegiatan dilanjutkan dengan pendataan
graviti terhadap sesar terduga di bagian selatan (Serang

Selatan). Sesar yang diduga adalah sesar Banten 1, Banten 2,
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Banten 3 dan sesar Ciomas. Pendataan graviti
menggunakan 120 titik yang tersebar di
beberapa Kecamatan, antara lain Kecamatan
Ciwandan, Mancak, Cilegon, Waringin Kurung,
Kasemen, Pontang, Serang dan Tatakan.
Analisis data graviti diawali koreksi terhadap
lokasi, alam dan alat yang digunakan. Koreksi
lokasi dimaksudkan dalam pembacaan dan
koordinat. Sedangkan koreksi alam adalah
koreksi apungan, pasang surut, lintang, udara
bebas dan koreksi terhadap alat. Korelasi
graviti dengan sesar terduga digambarkan
dalam peta format Mapinfo berupa peta
Bouguer Anomali, Residual, Regional, Gradien
Vertikal dan Gradien Horisontal.

Hasil analisis menunjukkan adanya
indikasi terhadap keberadaan sesar di bawah
permukaan, antara lain sesar Margasari, sesar
Bojonegara 1 dan 2 serta sesar Banten 1.
Analisis tersebut masih perlu pendalaman
dengan metode yang lain untuk memastikan
karakteristik ~ sesarnya  sehingga  dapat
menentukan sesar aktif maupun sesar kapabel
untuk memenuhi kriteria keberterimaan tapak
PLTN yang aman. Kegiatan tahun 2014 akan
dilanjutkan di Kota

wilayah  Serpong,

Tangerang Selatan, Prov. Banten dengan

lingkup kegiatan evaluasi tapak Reaktor Daya
Eksperimental (RDE).

Dokumen hasil kegiatan survei tapak
Banten yang diperoleh ini dapat dimanfaatkan
untuk

oleh Pemerintah Provinsi Banten

melihat kestabilan wilayah berdasarkan

kondisi sesar, dan kegiatan ini telah selesai

100% sesuai rencana.
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d. Dokumen Pemutakhiran dan Penyusunan Database

Spasial Tapak PLTN

Dokumen ini berisi data spasial tapak tahap pemutakhiran
Data Spasial di Bangka, Banten, dan Muria. Studi ini dilakukan
untuk menghimpun semua studi tapak yang terkait dengan
data geospasial, mencakup Bangka, Banten dan Muria. Pada
kegiatan ini dihasilkan peta, antara lain peta struktur ruang,
tutupan lahan, peta lingkungan dan profil infrastruktur. Hasil
studi tahun 2011-2012 disusun dalam bentuk pangkalan data
informasi

(database) sistem tapak berbasis SIG (Sistem

Informasi Geografis). Data yang dikumpulkan selama 2 tahun

belum menunjukkan adanya perubahan struktur ruang,
tutupan lahan, dan kondisi lingkungan, tetapi sudah
menunjukkan adanya perubahan infrastruktur di wilayah

Muria. Tambahan data pada tahun 2013 masih belum
menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada tahun 2013,
database dikembangkan menjadi sebuah sistem informasi
berbasis WebGIS yang bisa diakses melalui intranet atau
internet.

Hasil studi ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk
penyiapan tapak, tetapi juga untuk perencanaan tata ruang,
pengelolaan lingkungan, dan pengembangan infrastruktur
pemerintah daerah setempat. Dokumen hasil studi dapat
oleh Pemerintah Provinsi

digunakan Bangka Belitung,

Pemerintah Provinsi Banten dan Pemda Jepara karena

kegiatan ini telah selesai 100% sesuai rencana.

a
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e. Dokumen Pemantauan Kegempaan, Meteorologi dan
Lingkungan di Tapak Muria
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Dokumen hasil kegiatan pemantauan
kegempaan, meteorologi dan lingkungan di
tapak Muria yang dilakukan di 8 stasiun gempa
mikro di sekeliling gunung Muria, berupa data
date/time, koordinat epicenter, Peak Ground
Acceleration (PGA),
kedalaman pada setiap kejadian gempa.

data

Magnitude, dan nilai

Pengumpulan meteorologi pada
ketinggian sensor 2 m, 10 m, 33 m dan 55 m,
analisis data dilakukan

pengolahan dan

dengan pembuatan grafik pada setiap

parameternya dan windrose. Pengumpulan
data lingkungan berupa banjir sungai, abrasii
pantai tapak Ujung Watu, inventarisasi dan
identifikasi hasil tangkapan nelayan. Selain
itu, telah diperoleh hasil kalibrasi peralatan
meteorologi sehingga hasilnya laik pakai. Hasil
kegiatan berupa dokumen yang diperoleh
dapat digunakan oleh BMKG dan Dinas
Peternakan Jepara karena kegiatan ini telah

selesai 100% sesuai rencana.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2013
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f. Dokumen Hasil Pemantauan Ground
Deformation Menggunakan GPS Geodetik di
Tapak Muria
Dokumen hasil kegiatan berisi data
monitoring deformasi di Muria menggunakan
Global

bekerjasama dengan Fakultas Geodesi - ITB.

Positioning System (GPS) geodetik,

Kegiatan studi ini dilakukan untuk mengetahui
pergeseran posisi koordinat suatu lokasi yang
mungkin terjadi akibat aktivitas vulkanik. GPS
digunakan untuk mengamati perubahan posisi
koordinat tersebut per tahun dalam rentang
waktu 5 tahun hingga tahun 2014. Telah
diperoleh data primer hasil
tanah di
GPS Geodetik.

diperoleh berupa koordinat teliti di 5 lokasi

pengukuran
deformasi sekitar Gunung Muria
menggunakan Data yang
pengamatan yaitu di Rahtawu, Ketek Puteh,
Perdopo, Cranggang dan Mijen.

Analisis terhadap data deformasi yang
tahun 2011 s/d 2013
menyimpulkan bahwa pergeseran di sekitar
blok Sunda,

pergeseran yang sangat lokal mengindikasikan

dikumpulkan dari

Muria didominasi oleh rotasi

adanya deformasi di sekitar timur laut,
terdapat regangan lebih dari 0,1 mikro strain
di daerah timur laut yang memerlukan kajian
mendalam. Dokumen hasil kegiatan ini dapat
digunakan oleh BMKG, BAKORSURTANAL dan
Pemda Jepara, dan kegiatan ini telah selesai

100% sesuai rencana.
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Foto Penempatan Alat monitoring deformasi di Muria

menggunakan Global Positioning System (GPS) geodetik

2. Dokumen Teknis Studi Infrastruktur Pengembangan SDM
dan Partisipasi Industri Nasional

a. Dokumen Penyusunan Pangkalan Data Industri Nasional
Penyusunan Draft Cetak Biru Partisipasi Industri
Nasional dan Alih Teknologi PLTN Final
Kegiatan tahun 2013 dilakukan untuk mengumpulkan

tambahan data dari berbagai industri nasional, baik industri
besar maupun menengah. Beberapa industri dan lembaga yang
telah dikunjungi untuk mendapatkan data baru antara lain PT.
Krakatau Wajatama, Banten; PT. Gunawan Dian Jaya Steel,
Surabaya; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera
Utara, Medan; PT. Turbo Machinery Indonesia, Bandung; PT.
Bakri Rubber
Indonesia. Data juga diperoleh dari BAPPEDA, Badan Pusat

Industry, dan PT. Taka Turbomachinery
Statistik, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kalimantan Barat tentang industri yang ada di wilayah provinsi
Kalimantan Barat.

Dilakukan juga input data dan pemutakhiran data serta
modifikasi kompilasi data industri nasional ke dalam Program
Pangkalan Data Industri Nasional. Pemutakhiran data dan
analisis data industri nasional disusun dalam laporan topikal
instrumentasi dan kontrol,
elektrikal,

komponen arsitek enjiniring, dan komponen environmental

tentang komponen komponen

mekanikal, komponen komponen perpipaan,
(waste water treatment).

Telah diselenggarakan seminar nasional dengan tema
"Potensi dan Kemampuan Industri Menyongsong Peran Energi
Nasional”

Nuklir dalam Bauran Energi pada tanggal 12

November 2013 di Jakarta, yang dihadiri oleh peserta dari
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industri nasional, instansi pemerintah, dan
beberapa satker dari BATAN. Pihak industri
nasional yang hadir pada acara seminar
tersebut adalah PT. Siemens Industrial Power
dan PT. Krakatau Engineering (sebagai
pembicara), dari instansi pemerintah hadir
wakil dari Kementerian Perindustrian (sebagai
pembicara), Kementerian Riset dan Teknologi,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Beberapa hal yang mengemuka di dalam

seminar ini adalah sebagai berikut:

a. BATAN sudah melakukan survei industri
nasional secara swakelola maupun bekerja
sama dengan KHNP, Newjec,
Westinghouse, dll.

b. Sampai saat ini BATAN sudah memiliki
peta kemampuan industri nasional dalam
memasok komponen PLTN. Peta tersebut
perlu diverifikasi dan dikaji ulang dengan
para praktisi industri agar dapat dipakai
untuk menghitung TKDN tiap komponen.
Permen No 54/2012 merupakan kebijakan
yang

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

digunakan untuk  menentukan

untuk pembangkit listrik tenaga uap,
tenaga air, panas bumi, dan pembangkit
konvensional lainnya. Permen ini dapat
digunakan sebagai acuan untuk penentuan
TKDN bersama dengan hasil studi tentang
potensi industri yang telah dilakukan.
c. Industri nasional dapat mendukung
program pembangunan PLTN. PT Siemens
Indonesia telah memproduksi kondenser,
turbin, transformer, generator, dll. PT
Krakatau Steel dapat menyediakan baja
untuk kebutuhan konstruksi sipil dan
untuk

menyediakan plat baja

memproduksi boiler, condenser, turbin

generator, dll.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2013
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d. Dimungkinkan juga pembuatan turbin yang tahan terhadap

Helium yang saat ini baru diproduksi oleh Mitsubishi Heavy

Industry (MHI), namun perlu dilakukan uji coba dengan

penelitian skala kecil terhadap pemakaian helium pada
sistem generator.

Laporan topikal yang disusun merupakan dokumen yang

terus dimutakhirkan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan

Oleh

karena konsep penyusunan laporan topikal tersebut adalah

oleh industri untuk meningkatkan kemampuannya.

mendiskripsikan  persyaratan, kemudian mengidentifikasi
potensi yang ada sekarang dan menemukan kekurangannya
(gap). Kekurangan inilah yang harus diperhatikan untuk dapat
dicarikan solusinya oleh industri nasional untuk bisa berperan

dalam pembangunan PLTN nantinya.

b. Pemetaan SDM PLTN di Indonesia dan Persiapannya ke

depan

Dalam studi ini telah dilakukan identifikasi awal pemetaan
SDM BATAN vyang sesuai dengan kualifikasi personel untuk
operasi dan perawatan (O&M) mencakup umur, pusat/satker
terkait dan latar belakang pendidikan: Umur maksimal 36
tahun, - pusat terkait adalah PTBIN, PTAPB, PTNBR, PTKMR,
PPEN, PTRKN, PRSG, PTBN, PTLR dan STTN, dan
belakang pendidikan: T. Nuklir, T. Elektro, T. Mesin, Kimia,

latar

Fisika. Dengan asumsi PLTN akan beroperasi tahun 2027,
jumlah SDM PLTN pada tahap pengoperasian dan perawatan
yang tersedia adalah 59 orang, dengan latar pendidikan S-1
(41 orang), S-2 (16 orang) dan S-3 (2 orang) dari jurusan
Teknik (37 orang) dan MIPA (22 orang).

Telah pula dilakukan analisis kesenjangan SDM PLTN tahap
pengoperasian dan perawatan PLTN pada aspek Technical
Competency. Berdasarkan persyaratan pendidikan, jumlah
SDM PLTN BATAN yang tersedia 53,64% - 73,75% dari total
kebutuhan untuk menempati jabatan/posisi
perawatan PLTN,
ketersediaan untuk jenjang S-1 (47,67% - 66,13%) dan S-2
(40,91% - 52,94%), dan tingkat ketersediaan dari bidang Teknik
(33,64% - 46,25%) dan dari bidang MIPA (91,67% - 122,22%).
Dari jenis dan lamanya pelatihan yang telah diikuti, SDM PLTN

pada tahap
pengoperasian  dan

dengan tingkat

di internal BATAN untuk memenuhi persyaratan IAEA masih
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perlu ditingkatkan. Pelatihan yang paling
banyak diikuti adalah pelatihan keselamatan
nuklir, pelatihan tingkat dasar tenaga nuklir
dan proteksi radiasi dengan lama pelatihan
kurang dari 3 bulan, sedangkan yang masih
terbatas diikuti adalah pelatihan mengenai
teknologi, perawatan, operator, manajemen
QA/QC dan

pembangkit

bahan bakar, instrumentasi,

pelatihan tingkat lanjut di
spesifik. Sementara itu, jenis pelatihan yang
juga terbatas diikuti oleh SDM PLTN di BATAN
adalah pelatihan simulator, analisis sistem
dan kontrol proses. BATAN telah memiliki SDM
yang mengoperasikan dan merawat reaktor
riset, namun

belum yang mempunyai

pengalaman dalam  pengoperasian dan
perawatan PLTN.

Untuk aspek Soft Competency, dari 59
responden yang disurvei terdapat 39 orang
(35,45% - 48,75%) yang memenubhi

sesuai

syarat
kriteria sikap dan perilaku (soft
competency) pemegang jabatan/posisi yang
ada di tahap pengoperasian dan perawatan
PLTN. Sikap dan perilaku 39 orang tersebut
sesuai dengan 12 jabatan/posisi yang ada di
tahap pengoperasian dan perawatan PLTN,
yaitu Penyelia Shift (13 orang),
Penyelia Shift (7
Pembangkit (3 orang), Insinyur Perawatan (3
Teknik (3

Superitenden Operasi (2 orang),

Deputi
orang), Superitenden

orang), Superitenden orang),
Fisikawan
Kesehatan (2 orang), Insinyur Jaminan Mutu (2
orang), Superitenden Keselamatan (1 orang),
Insinyur Keselamatan Industri (1 orang),
Superitenden Pelatihan (1 orang) dan Staf
Rekayasa Teknik (1 orang). Sementara itu,
sikap dan perilaku responden SDM BATAN yang
disurvei belum ada yang sesuai dengan sikap
dan perilaku pemegang jabatan untuk 4
Jabatan/posisi,

yaitu Deputi Superitenden

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2013
Pusat Pengembangan Energi Nuklir

Pembangkit, Superitenden Perawatan, Insinyur Keselamatan
Nuklir dan Insinyur Pelatihan. Keputusan pemerintah untuk go-
nuclear akan sangat mendorong penyiapan SDM PLTN ini.

Hasil studi sangat penting bagi BATAN, Kementerian ESDM,
Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Dengan teridentifikasikannya kesenjangan
SDM,
dengan sejak dini. Konsep penyiapan SDM PLTN ke depan

rencana penyiapan SDM ke depan dapat disiapkan

adalah dengan menyusun Road-Map penyiapan SDM PLTN dan
sekaligus mempersiapkan standar kompetensi personel serta
menyiapkan standar latih kompetensinya. Hasil studi
penyiapan SDM ini dapat juga digunakan untuk menyusun
kebutuhan SDM yang diperlukan
Eksperimen (RDE).

unggulan BATAN dalam rencasa strategis 2015-2019.

pada Reaktor Daya

Pembangunan RDE menjadi program

c. Manajemen Budaya Keselamatan Nuklir Bagi Industri

Nasional

Budaya keselamatan, manajemen keselamatan, dan
manajemen kegagalan (management of error) merupakan
istilah umum dalam berbagai jenis industri yang memiliki
risiko tinggi, antara lain industri nuklir, industri minyak & gas,
dan industri penerbangan, petrokimia. Kesalahan manusia
merupakan faktor utama dari berbagai kecelakaan yang
terjadi di dunia industri, tidak hanya terjadi di level pekerja
dari tingkat terendah, tetapi juga terjadi di level manajemen
puncak.

Secara umum, pada industri nuklir, budaya keselamatan
didefinisikan sebagai gabungan dari perilaku kolektif dan
rekayasa proses, yang menghargai hubungan sistemik dan
dinamis antara pekerja dan lingkungan mereka, yang berusaha
untuk mengurangi risiko kesalahan operasional dan
ketidakpastian melalui pola pikir bersama yang mendorong
penekanan pada inklusi, partisipatif, dan berpikir ke depan
dari semua anggota dalam organisasi. Definisi budaya
keselamatan menurut IAEA adalah keadaan maturitas dari
organisasi, yang meletakkan nilai rekayasa statik dan kendala-
kendala terhadap perilaku organisasi dan proses kerja.

Dalam industri nuklir, Intenational Atomic Energy Agency
(IAEA) menerbitkan persyaratan untuk sistem manajemen

keselamatan yang dimuat dalam “Safety Guide No. NS-G-2.4
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dan INSAG-13.Jika dibandingkan persyaratan
antara sistem manajemen keselamatan dari
standar SO 9000-2000 ff di satu sisi dan
Safety Guide No. NS-G-2.4 & INSAG-13 di sisi
lain, ada perbedaan prioritas pada poin-poin
tidak ada ditemukan

ISO 9000:

tertentu, tetapi
kontradiksi persyaratan dari EN
2000 dengan regulasi IAEA.

Dalam tingkat nasional, Pemerintah
Indonesia telah mengundangkan
yang berhubungan
Keselamatan dan Kerja (K3),

antara lain UU No. 1 Tahun 1970 tentang

berbagai
regulasi dengan

Kesehatan

Keselamatan Kerja; Permenaker No. 4 Tahun
1995 Tentang Perusahaan Jasa Keselamatan
dan Kesehatan Kerja; Instruksi Menaker RI No.
5 Tahun 1996 Tentang Pengawasan dan
Pembinaan K3 pada Kegiatan Konstruksi
Bangunan; dan Permenaker No. 5 Tahun 1996
SMK3
Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Organisasi
Untuk

tentang (Sistem Manajemen

Keselamatan Kerja Nasional

menampung dan menyelesaikan berbagai

permasalahan keselamatan dan kesehatan
kerja, pemerintah membentuk Dewan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional

(DK3N). Peraturan Pemerintah ini mendorong

peningkatan budaya keselamatan industri
nasional.
Pemetaan budaya keselamatan telah

dilakukan untuk beberapa industri nasional
bidang transportasi udara, pembangkit listrik,
industri persenjataan, petrokimia dan migas.
Budaya keselamatan yang diterapkan di PT.
Garuda Maintenance Fasilities (GMF), dan PT
Chandra Asri
baik. Hal ini

keselamatan dan audit difungsikan secara

Petrochemical sudah sangat

mengindikasikan  divisi

benar serta mendapat dukungan penuh dari

pemimpin  perusahaan  untuk  berbagai
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perubahan berkelanjutan yang disarankan oleh divisi ini
sehingga seluruh pemangku kepentingan berperan aktif untuk
mendukungnya. Secara umum, Perum. LPPNPI (Air Navigation)
sudah menerapkan budaya keselamtan ini dengan baik tetapi
masih terkendala kurangnya dukungan pemerintah untuk
mewujudkan permintaan manajemen untuk mengganti
peralatan ATC yang sudah berumur tua. PT. Pertamina juga
sudah menjalankan dengan baik, terlihat dari komitmen
karyawan, unit keselamatan dan audit,

direktur

manajer, hingga

utama. Setiap kecelakaan yang terjadi akan
mengurangi bonus akhir tahun. Kecelakan umumnya terjadi
pada mitra kerja Pertamina, seperti mitra pengangkut BBM.
Budaya keselamatan PT. PINDAD dan PT Krakatau Steel, sudah
baik tetapi masih kurang kesadaaran karyawan tertentu untuk
menggunakan alat pelindung diri (APD) karena merasa kurang
nyaman. Dari hasil diskusi dan evaluasi oleh BAPETEN, budaya
keselamatan di BATAN sudah memadai, namun masih perlu
ditingkatkan. Secara umum dikatakan bahwa industri nasional
transportasi udara,

industri persenjataan, petrokimia dan

migas telah memiliki budaya keselamatan yang baik,
sedangkan budaya keselamatan di pembangkit listrik masih

perlu ditingkatkan.

3. Dokumen Teknis Studi Infrastruktur Pengembangan SDM
dan Partisipasi Industri Nasional

a. Penyusunan Buku Statistik Energi Nuklir Tahun 2013

Dokumen Statistik Energi Nuklir 2013 berisikan informasi
kondisi penduduk Indonesia, ekonomi energi, harga energi
berbagai sumber energi, konsumsi energi tiap sektor,
ketersediaan sumber daya energi, dan statistik energi nuklir.
Dokumen ini merupakan pemutakhiran Statistik Energi Nuklir
tahun 2013. Dokumen ini dapat digunakan oleh PLN dan
berbagai kalangan kegiatan ini telah selesai 100% sesuai
rencana.

Mulai tahun 2014, PPEN tidak lagi membuat dokumen
statistic semacam ini, namun akan membuat dokumen nuclear
energi outlook yang lebih bersifat kajian perencanaan energi
dengan memasukkan opsi nuklir dan beberapa topik ulasan
yang dipandang perlu terkait dengan energi, lingkungan dan

nuklir.
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b. Studi Kelayakan Non Tapak Aspek
Ekonomi, Teknologi dan Pengelolaan
Tahun ke-2
Studi ini pada tahun 2012 memberikan

hasil

PLTN PWR yang cocok untuk dibangun di

Indonesia adalah AP1000, OPR1000, dan

ATMEA. Dari aspek manajemen didapatkan

kajian bahwa secara teknologi jenis

bahwa sistem public-private partnership

(PPP) merupakan pilihan terbaik dalam

pembangunan dan pengoperasian PLTN.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari

Pada dilakukan

pengumpulan secara pustaka atau

tahun lalu. tahun ini
survei
lapangan data kelistrikan dan energi, data
bahan bakar nuklir dan

teknologi daur

pengelolaan limbah. Telah pula dilakukan
pengolahan data dan analisis hasil pengolahan
data meliputi aspek perencanaan energi, daur
bahan bakar nuklir, pengelolaan limbah,
keekonomian dan pendanaan

Dari aspek perencanaan energi diperoleh
hasil bahwa PLTN dapat masuk ke dalam
jJaringan sistem kelistrikan jika batasan emisi
skenario

CO2 dipertimbangkan sebagai

pengembangan  kelistrikan.  Dari  aspek
teknologi diperoleh hasil bahwa PLTN yang
direkomendasikan ~ untuk
Indonesia adalah PLTN AP1000 Westinghouse
dan PWR ATMEA. Dari sisi teknologi daur

bahan bakar nuklir, sistem daur bahan bakar

dibangun di

'wait and see' yaitu memutuskan nanti setelah
PLTN lebih

direkomendasikan. Masih ada waktu 40 tahun

pertama beroperasi

sejak PLTN pertama beroperasi sebelum

diputuskan apakah akan melakukan olah ulang
atau tidak. Dari aspek pengelolaan limbah

radioaktif, Indonesia sudah cukup

berpengalaman mengelola limbah level
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rendah dari laboratorium penelitian atau rumah satkit.
Pengelaman ini cukup memadai sebagai modal untuk
pengelolaan limbah yang berasal dari PLTN  Dari aspek

ekonomi dan pendanaan diperoleh hasil bahwa PLTN AP1000
mempunyai kinerja finansial yang lebih baik dibandingkan
PLTN PWR ATMEA. Hal ini diindikasikan oleh biaya investasi
awal yang lebih rendah.

Dokumen ini dapat dimanfaatkan oleh PLN, KESDM dan
instansi lain, kegiatan ini mencapai 100 %

c. Studi Non Tapak Untuk PLTN SMR di Kalimantan Barat

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan

penyiapan tapak PLTN komersial. Dalam beberapa kali
pertemuan dalam pelaksanaan studi kelayakan non-tapak yang
dilakukan oleh PT. PLN(Persero) terungkap bahwa PT. PLN
(Persero) mempertimbangkan untuk menggunakan PLTN,
mulai dari daya kecil-menengah (SMR).

Untuk itu BATAN telah ditandatangani Nota Kesepahaman
(MOU) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan
ruang lingkup: Pemanfaatan IImi Pengetahuan dan Teknologi
Nuklir Untuk Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan
Barat. Telah pula dilakukan pertemuan antara Kepala Batan
dengan Gubernur beserta para Kepala Dinas Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat, dan perwakilan PT. PLN (Persero)
Wilayah Kalimantan Barat.

Untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman di atas telah
pula dilakukan whorkshop Perencanaan Energi di Kalimantan
informasi

Barat dengan tujuan memberikan kepada para

pemangku kepentingan di Kalbar mengenai perencanaan
energi dalam penyusunan dan proyeksi kebutuhan energi
sampai pemenuhan secara optimal. Selain itu telah dilakukan
juga whorkshop Teknologi dan Keselamatan Reaktor di
Serpong dengan peserta para anggota Tim PLTN Kalbar yang
juga diserta dengan kunjungan untuk melihat fasilitas Batan di
Serpong yaitu PRSG, PTLR dan PTBN

Telah disusun model perencanaan energi dengan program
MESSAGE untuk mengetahui peran nuklir dalam bauran energi.
Dalam studi ini Kalimantan dibagi dalam 4 wilayah sesuai
dengan jumlah propinsi sistem

yang ada. Sedangkan
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kelistrikan dianggap akan terkoneksi secara

keseluruhan setelah tahun 2020 sesuai
rencana pengembangan PLN.

Analisis menunjukkan bahwa pembangkit
PLTU batubara akan mendominasi penyediaan
listrik di Kalimantan jika tidak ada opsi nuklir
dan tidak memperhitungkan faktor

lingkungan. Persentase kontribusi batubara
dalam komposisi pasokan energi keseluruhan
untuk opsi tanpa nuklir akan semakin naik jika
kedepannya seluruh beban kebutuhan listrik
bertumpu pada PLTU batubara. Untuk itu
nuklir harus dimasukan dalam bauran energi
sehingga penyediaan energi tidak tertumpu
pada batubara. Peran PLTN dalam bauran
energi akan mengurangi konsumsi batubara
yang berarti juga mengurangi emisi karbon
akibat pembakaran bahan bakar fosil.

Proses kajian teknologi untuk keperluan
dilakukan

dengan mengikuti pedoman yang disusun oleh

Kalimantan Barat telah selesai

Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA. Hasil
kajian menunjukan bahwa HTR-PM, SMART,
SMR, SVBR
lima yang

perhitungan

Westinghouse mPower dan

merupakan urutan SMR
direkomendasikan. Hasil
menunjukkan bahwa biaya pembangkit listrik
PLTN SMR ada dalam rentang 9,66 -11,44 sen
$/kWh. PLTN SMR layak secara finansial jika
harga jual listrik sekitar 10 sen $/kWh.
Terkait dengan pendanaan, pendanaan
pembangunan PLTN di Indonesia direkomen-
dasikan menggunakan pola pendanaan secara
PPP (public private partnership).
Dokumen ini dapat dimanfaatkan oleh
PLN, KESDM dan instansi lain, kegiatan ini

telah dilaksanakan 100 %

d. Studi Aspek Teknologi dan Keekonomian
Pemanfaatan PLTN Tipe HTGR untuk
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EOR (Enhanced QOil Recovery) di Sumsel

Studi ini mencakup. Status Cadangan dan Produksi Minyak
Bumi di Indonesia, Status Aplikasi Enhanced Oil Recovery
(EOR), Teknik EOR, Pemilihan Proses dan Pertimbangannya,
Spesifikasi PLTN tipe HTGR, Flowsheet sistem kogenerasi PLTN
dengan instalasi EOR, Sistem PLTN HTGR Kogenerasi untuk
penyediaan uap proses EOR, Neraca panas dan neraca massa,
Spesifikasi Peralatan Instalasi EOR menggunakan panas PLTN
dan Analisis Ekonomi.

Melalui perhitungan neraca massa dan panas, serta dari
uraian proses telah diperoleh peralatan yang diperlukan untuk
proses EOR dengan metoda thermal injection, yaitu Heat
Exchanger dengan tipe shell and tube heat exchanger
menggunakan tube U-shapped; Separator (Gas boot) yang
berfungsi untuk untuk memisahkan gas dengan liquid-nya;
Free Water Knock Out (FWKO) berupa tanki yang berfungsi
untuk memisahkan air dari emulsi; Wash Tank adalah fasilitas
ketiga setelah gas boot; Shipping Tank dan LACT (Lease
Automatic

Custody Transfer) yang merupakan tempat

penampungan minyak yang telah dipisahkan dari air.;
Coalescer yang digunakan untuk menampung air, minyak dan
solid/padatan yang dari drain FWKO & Wash Tank; Analisis
ekonomi pemanfaatan PLTN tipe HTGR untuk Enhanced Oil
Recovery (EOR) di Provinsi Sumsel dilakukan menggunakan
data input antara lain lama operasi pabrik, faktor operasi,
masa operasi, distribusi investasi, asumsi harga jual minyak
sebesar 20000
barrel/hari dan biaya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
nilai ROl = 45,80%, periode pengembalian :5,19

Internal Rate of Return =IRR 35,07% . Dari hasil cash flow

bumi, jumlah keluaran produk crude oil

tahun,

summary diperoleh cumulatif net present value (NPV) pada
capital cost 15% sebesar US$ 691,284,300 ,- yang menunjukkan
nilai positif. Hal ini berarti pabrik crude oil dengan kapasitas
20000 barrel/hari layak untuk dibangun.

Dokumen ini dapat dimanfaatkan oleh kalangan industry

minyak, kegiatan 100 %.

e. Pra Studi Kelayakan Pemanfaatan PLTN Berbasis Thorium

Kegiatan ini pada dasarnya mengkaji kemungkinan

pemanfaatan thorium sebagai bahan bakar PLTN di Indonesia.
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Untuk itu perlu dikaji ketersediaan thorium

yang
memungkinkan, proses pengambilan thorium

dan sifatnya, jenis reaktor
dari pasir monasit dan proses pemisahan-
pemurnian, dan kajian ekonomi pabrik bahan
bakar dan kajian ekonomi PLTN berbasis
thorium.

Kajian ini menunjukkan bahwa bahan
thorium  (Th)

dibandingkan

bakar memiliki  kelebihan

uranium (U) dalam aspek

keselamatan, kapasitas daya, biaya,
keamanan, lingkungan dan skala penggunaan.
Reaktor generasi IV yaitu Reaktor Garam Cair
(Molten Salt Reactor) dan Reaktor Gas
Temperatur Tinggi (High Temperature Gas
Reactor) dapat menggunaka bahan bakar
thorium. Kombinasi antara siklus bahan bakar
thorium fluoride cair dan siklus Brayton
(Closed  Brayton yang

memanfaatkan turbin gas temperatur tinggi

tertutup Cycle)

dapat meningkatkan effisiensi
Diketahui

pembangkit

secara signifikan. pula bahwa
peluang pemanfaatan energi nuklir berbasis
bahan bakar thorium di Indonesia sangat besar
karena jumlah monazite (yang mengandung
thorium sekitar 0,26-14,9%) sudah ada sebagai
produk samping tambang timah di Provinsi
Bangka Belitung.

Bahan bakar Thorium dapat digunakan di
berbagai PLTN yang telah

beroperasi pada saat ini: PWR, BWR dan HTR.

tipe teknologi

Analisi uji-coba pemakaian thorium pada
PWR, BWR dan HTR dilakukan
konfigurasi homogen (pengkayaan tinggi) dan
heterogen (LEU),

dengan
konfigurasi bahan bakar
pebel dengan pengayaan: 93%; 16,7%; 10% , U-
235 (1 g/pebel), Th-232 (per pebel: 10g; 5 g;
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0 g); Suhu inlet 275 OC; outlet 950 OC; Gas helium dengan
tekanan 1,08 MPa; m = 13 kg/s.
menunjukan kelayakan neutronik dan termalhidraulik

Perhitungan model
Kajian Ekonomi Pabrik thorium menunjukkan bahwa
setelah dilakukan pengkajian aspek keuangan pabrik thorium
dengan pertimbangan dari biaya investasi yang terdiri dari
perkiraan unit biaya, biaya peralatan yang dibeli, biaya factor
lang, power faktor (rasioa kapasitas), biya produksi dengan
membandingkan nilai penjualan thorium, pendapatan neto,
maka nilai BEP = 33 %. Ditambah lagi dengan biaya tabungan
untuk dekomisioning dapat dilihat bahwa pabrikasi pabrik
thorium masih ada keuntungan.

dilakukan

keseluruhan parameter teknologi reaktor yang akan dipilih

Pemilihan  teknologi dengan memetakan
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan: kriteria tingkat
utilisasi, ketahanan proliferasi, status teknologi, pengalaman
teknologi sejenis, dan tingkat penguasaan teknologi Tingkat
nilai tiap kriteria dapat dilakukan dengan nilai dari 1 terendah
sampai dengan 5 tertinggi. Penilaian kriteria memerlukan
pertimbangan pakar (expert judgment). Kajian dilakukan
untuk LWR Open cycle, LWR close cycle, APWR Open cycle,
PBMR Open cycle, GTMHR Open cycle, FBR close cycle dan
MSR  Ibternal

didapatkan urutan sebagai berikut: LWR close cycle, LWR

recycle. Setelah melalui proses analisis
open cycle, APWR open cycle, PBMR open cycle, FBR close

cycle, GTMHR open cycle dan MSR internal recycle.

3.2.1.4. Publikasi IImiah

Publikasi ilmiah memiliki fungsi sebagai bukti kegiatan,

hasil olah pikir dan kreativitas berpikir, kontribusi
pengembangan iptek dan juga pertanggungjawaban publik.
Pada tahun 2013, telah dihasilkan 29 (duapuluh sembilan)
publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam prosiding Seminar
Nuklir 2013 dan Jurnal

Nasional Pengembangan Energi

Pengembangan Energi Nuklir (terlampir).
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3.2.2. Realisasi Kinerja 2012 dan 2013

Tabel 3.2 menunjukkan perbandingan realisasi capaian kinerja PPEN antara tahun 2012 dengan 2013.

Realisasi selama dua tahun ini menunjukkan bahwa capaian kinerja selama dua tahun ini mencapai target.
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Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Tahun 2012 dengan Realisasi Tahun 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Realisasi
Tahun 2012 | Tahun 2013
Diperoleh Pedoman Jumlah dokumen teknis evaluasi
Infrastruktur Dasar kesiapan infrastruktur pembangunan
Pendukung Program PLTN 1 Dok 1 Dok
Energi Nuklir Nasional
Jumlah dokumen studi infrastruktur
pengembangan SDM dan partisipasi 1 Dok
industri nasional 1 Dok
Jumlah Dokumen Teknis Infrastruktur
Sistem Kelistrikan Opsi Nuklir 1 Dok
1 Dok
Jumlah publikasi nasional dan
|nt_§rna5|onal_ hasn_ pengembangan dan 20 publ 29 publ
kajian energi nuklir

3.2.3. Capaian Indikator Kinerja sd. Tahun Berjalan dengan Rencana 5 Tahun

Tabel 3.3
Perbandingan Tahun Berjalan dengan Rencana 5 Tahun (s/d. 2014)
Target Target Realisasi
. . N sd. sd. sd. %
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun Tahun Tahun
2014 2013 2013
Diperoleh Pedoman Jumlah dokumen teknis
Infrastruktur Dasar evaluasi kesiapan
Pendukung Program | infrastruktur pembangunan | 5 Dok 4 Dok 4 Dok 80 %
Energi Nuklir PLTN
Nasional
Jumlah dokumen studi
infrastruktur
pengembangan SDM dan 5 Dok 4 Dok 4 Dok 80 %
partisipasi industri nasional
Jumlah Dokumen Teknis
Infrastruktur Sistem 5 Dok 4 Dok 4 Dok 80 %
Kelistrikan Opsi Nuklir
Jumlah publikasi nasional
dan internasional hasil 660%
pengembangan dan kajian 15 publ 12 publ 99 publ
energi nuklir
Keterangan:
2010 =25 judul publikasi 2012 =20 judul publikasi
2011 =25 judul publikasi 2013 =29 judul publikasi
Hal :
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3.2.4. Pencapaian Kinerja Lainnya
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Tidak ada
3.3. Realisasi Keuangan
Tabel 3.4
Daya Serap Anggaran
Anggaran Tahun 2013
Sasaran
Strategis/Kegiatan/Keluaran Realisasi Output Pagu Realisasi %
(%)
@ @ @) @) ®)

Sasaran Strategis
Kegiatan
Dokumen Teknis evaluasi kesiapan
infrastruktur pembangunan PLTN 100% 16.114.787.000 | 15.934.217.074,- 98,8
Dokumen studi infrastruktur
pengembangan SDM dan partisipasi 100% 654.991.000,- 629.050.498,- 96,04
industri nasional
Dokumen Teknis Infrastruktur
Sistem Kelistrikan Opsi Nuklir 100% 2.327.817.000, 2.268.585.993,- 97,46

Pada tahun anggaran 2013 Pusat pengem-
bangan Energi Nuklir berdasarkan DIPA Nomor
080/-01.1.1.535368/2013 tanggal 5 Desember
2012 memperoleh anggaran sebesar Rp.
28.146.014.000-. Sehubungan dengan adanya
alokasi penambahan pembayaran tunjangan
kinerja yang belum termasuk dalam DIPA di
atas, maka dilakukan revisi anggaran menjadi
sebesar Rp. 30.144.292.000,- yang terdiri dari :

1. Evaluasi Kesiapan Infrastruktur Pembangun-
an PLTN dialokasikan anggaran sebesar Rp.
16.114.787.000,- yang di dalamnya terdapat

anggaran multi year untuk kegiatan

penyiapan tapak PLTN di Pulau Bangka sebesar Rp.
12.000.000.000,-.
terealisasi sebesar Rp. 15.934.217.074,- atau 98,8%

Studi Infrastruktur Pengembangan SDM dan Partisipasi

Sampai akhir tahun anggaran

Industri  Nasional alokasi anggaran sebesar Rp.
654.991.000,- dan terealisasi sebesar 629.050.498,- atau
96,04%.

Studi Infrastruktur Sistem Kelistrikan Opsi Nuklir alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.327.817.000,- terealisasi sebesar
Rp. 2.268.585.993,- atau 97,46%

Laporan Dukungan Penyusunan Pedoman Infrastruktur
Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional alokasi
anggaran lebesar Rp. 11.046.696.000,- terealisasi

sebesar Rp. 10.281.702.189,- atau sebesar 93,07%

Dengan telah terlaksananya kegiatan PPEN, dimana kegiatan fisik mencapai 100% dan realisasi anggaran

mencapai 96,58 %. Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 18.831.853.565,- atau sebesar 98,61 %, dan realisasi

belanja pegawai dan operasional perkantoran sebesar Rp. 10.281.702.189 atau sebesar 93,07%.
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Dapat dikatakan bahwa kegiatan telah berhasil dengan baik dan hasil kegiatan bisa memberikan kontribusi
dalam pembangunan nasional, khususnya dalam persiapan pembangunan PLTN. Dalam kegiatan ini telah
dihasilkan studi dan kajian tentang penyiapan infrastruktur dasar pembangunan PLTN. Hasil kegiatan diharapkan
dapat digunakan sebagai data dukung yang kuat dari aspek infrastruktur dasar pembangunan PLTN sebagai dasar

pengambilan keputusan Pemerintah dan dapat digunakan oleh ”Pemilik PLTN” nantinya sebagai insentif dari

Pemerintah.
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Bab 4

Penutup

Dari hasil capaian dan analisis kinerja

PPEN, dapat disimpulkan:

1. Realisasi anggaran PPEN sebesar 96,58 %
yang terdiri :

- Program Penyusunan Pedoman Infrastruktur
Dasar Pendukung Program Energi Nuklir
Nasional sebesar 98,61 %.

- Program Laporan Dukungan Penyusunan
Pedoman Infrastruktur Dasar Pendukung
Program Energi Nuklir Nasional sebesar
93,07 %.

2. Realisasi Kegiatan Fisik Sebesar 100%

Meskipun  kegiatan telah dilaksanakan

dengan baik, namun dalam pelaksanaan

kegiatan sehari-hari PPEN masih mengalami
kendala keterbatasan ruang kerja dan ruang
penyimpanan dokumen yang semakin hari
semakin tidak memadai. Untuk itu pada tahun
mendatang perlu mendapat perhatian khusus

dari pihak yang berwenang.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2013
Pusat Pengembangan Energi Nuklir

Secara khusus studi kelayakan untuk meneliti
keberterimaan calon tapak di Pulau Bangka memberikan
manfaat yang sangat besar, baik bagi BATAN maupun
lembaga lain karena data yang terkumpul dapat
dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk penataan
dan pengembangan wilayah, pengembangan industri dan
ekonomi, pengendalian demografi, penanganan bencana
alam, dsb. Sebagian data pun bermanfaat bagi aparat
kepolisian dan pengamanan untuk mendeteksi potensi
kerawanan, wilayah rawan, penanganan bencana, dsb.
Bagi BATAN dan Indonesia, kegiatan ini menjadi suatu
modus peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan
studi kelayakan, pengendalian proyek, review laporan
teknis, dsb. Diharapkan pada masa yang akan datang, SDM
Indonesia mampu melakukan studi kelayakan di wilayah
lain dan juga di seluruh kawasan ASEAN. Namun demikian,
resistensi dari masyarakat menjadi salah satu kendala
penyelesaian kegiatan ini. Kerja sama yang erat antara
BATAN dengan pihak kepolisian, TNI dan Pemerintah
Daerah menjadi salah satu kunci untuk mengatasi kendala

ini.

PPEN mengharapkan laporan akuntabilitas ini dapat
bermanfaat dan merupakan masukan bagi pihak yang

berkepentingan.
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Lampiran
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